BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 426 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa dalam rangka  mengatasi permasalahan
pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sesudi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan  dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 433535);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemecriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ientang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Kcuangan  Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310}

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540j);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkatl
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor
43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial {Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 43},

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai beikut:

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.



N

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

~ Darmarintale
<A l\,_-lll\lllll(;lll;
3 s nsmimtaih Thansais TAatemeamneras
oineriitall tsaciall iattitiya,
J

b ,

¢. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan

e. Organisasi kemasyarakatan.
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diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jcnis belanja barang dan jasa, objck bclanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1A
(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hihah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Peniabaran
APBD.

(2) Format Lampiran IIl Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran [.1 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau kehiarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya

o S

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

{3j Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} diaiokasikan untuk kebutuhan akibat resiko

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
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{4} Baniuan susial scbagaimana dunaksud pada ayat {3j diperuniukan
individu dan/atau keluarga:
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a. terlantar;
b. korban kecelakaan;
c. korban bencana; dan
d. sakit.
(5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi

anggaran vang direncanakan sehagaimana dimaksud nada avat (2).
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Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pagal 31

(i) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud daiam Pasai 30 ayat
(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
bantuan sosial, obyvek belania bantuan sosial, dan rincian obyek belania
bantuan sosial pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keluarga;
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c. lembaga non pemerintahan.
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ayat {2) Luaug,g,cu kan dalam CIOMPpOK belanja langsung yang

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuain sosial barang dan
rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
hesaran hantiian ansial dalam !,,.mmrm': IV Peratuiran Dl...,..'. tentang

Penjabaran APBD tldak termasuk bantuan 3031a1 kepada individu
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(2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran 1.2 dan mPrupakan sebagai bagian vang
tidak terp erpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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berikut:
Pasal 33

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati herdasarkan Peraturan Daerah tentang APRD dan

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

{2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupatli scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kenada individu dan/atau
keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24A.

(2a)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24A didasarkan pada:

a. permintaan iertuils dari individu danjatau keluarga yang
bersangkutan; atau



o

b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat atau
keterangan dari kepolisian serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverifikasi oleh SKPI terkait.

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

b i

Jalam hal bantuan sosial berupa uang dengan mia sampal dengan
.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melaiui
mekanisme tambah uang (TU).
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{5) Penyaiuran dana bantuan sosiali kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukl
penerimaan uang bantuan sosial.

Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A,
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Pasal 36A

N

(1)

PKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
an/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan scbelumnya
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A paling lambat tanggal 5 Januari
ahun anggaran berikutnya.
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(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan/atau keluarga

Ketentuan Pasal 37 huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (2), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
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usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau

surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. Keputusan Bupali tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakia iniegriias dari penerima baniuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usuian;
dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
berupa uang.

{2j Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (1j

huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu danj/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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Ketentuan Pasal 38 huruf a diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
dalam bentuk barang meliputi:
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat kcterangan dari pejabat yang berwenang kcpada Bupat,



b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
dan

c. berita acara scrah terima barang atas pemberian bantuan
berupa barang.

(2) Contoh format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Lampiran 1I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya,
pada tanggal 4 - W - 2012

BUPATI KU

fMUDA [MAKE RAWAN {

D iundanaken di qungal Raya
da tanggat...

C‘ \FETARIS AERAP KAB'

2012
ATEN KUBU RAYA

N STAUWIK
KAEUPATFN KUBY RAYA



LAMPIRAN 1.1

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 /SETDA/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
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Diundanakan di Sungai !;Da‘('a
peca tanggat..d =\- 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN BYRUWIK
RERITA DAERAH KABUPATEN KUBY RAYA

ta




LAMPIRAN 1.2

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 /SETDA/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
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Diundangken di Sungai Raya
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HUSEINBYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN..... 2012 ... Nonior.....129........




LAMPIRAN Ii

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 30
TENTANG
PERUBAHAN

BUPATI

KUBU RAYA

/SETDA/2012

PERATURAN

nx

NOMOR

AN
<
T

TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

AT AT
PENAT

ITQAITA AN
USAHAAN,
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JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT
A.HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK
TUANG X
o URATAN BESARAN/NIL
NAMA CALON d
NO PENERIMA ALAMAT._ KEGEATAN JUMLAH Al HIB—{\H
HIBAH YG YANG
DIUSULKAN DISETUJUI
i A 3 =3 o
1
2
3
4 [Dst -

KEPALA SKPD

(

B.HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK

BARANG
NAMA URAIAN REKOMENDASI
NG| CALON | ALAMAT | KEGIATAN | JUMLAH
’ | PENERIMA T YG UNIT i - 10
- T L Rp.
HIBAH DIUSULKAN VL UNLT § SN p
1] 2 3 4 5. 6 — &
1
2
3
4 |Dst - - - |
Dinndangkan di Sungai Raya
piriaia \9.-.11.-. 2012
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RETARIS DAERAR KABUPATEN KUBU RAVA




